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Wamenag Sebut SKB 3 Menteri tentang 
Seragam Sekolah Sesuai Amanat Konstitusi
Keluarnya SKB 3 Menteri tentang se-
raga sekolah mempertegas jaminan hak 
kebebasan beragama baik siswa, guru 
maupun tenaga kependidikan di seko-
lah.

adanya jaminan hak untuk 
memilih apakah akan meng-
gunakan pakaian seragam 
dan atribut tanpa atau dengan 
kekhasan agama tertentu. Se-
hingga dengan ketentuan ini, 
kata dia, siswa yang beragama 
lain dari agama yang dianut 
mayoritas siswa di sekolah 
tertentu dijamin hak beraga-
manya untuk bebas memilih 
pakaian seragam yang akan 
dikenakannya. 

Jaminan itu sejalan dengan 
ketentuan Pasal 29 Ayat (2) 
UUD 1945 yang menegas-
kan adanya hak kebebasan 
memeluk agama dan beribadat 
menurut kepercayaan dan 
agamanya. 

“Untuk hal tersebut hen-

JAKARTA (IM) – Wakil 
Menteri Agama Zainut Tauhid 
Sa’adi menanggapi diterbitkan-
nya Surat Keputusan Bersama 
(SKB) 3 Menteri yang tak 
memperbolehkan pemerintah 
daerah (pemda) dan sekolah 
negeri mewajibkan atau me-
larang muridnya mengenakan 
seragam beratribut agama. 

Menurut Zainut, keluarnya 
SKB 3 Menteri yang mengatur 

penggunaan pakaian seragam 
sekolah sudah sesuai dengan 
amanat konstitusi. 

“Keluarnya SKB 3 Menteri 
mempertegas jaminan hak ke-
bebasan beragama baik siswa, 
guru maupun tenaga kependi-
dikan di sekolah,” kata Zainut 
dalam keterangan tertulis, 
Minggu (7/2).

Zainut mengatakan, dalam 
SKB itu juga menegaskan 

daknya masyarakat tidak perlu 
apriori terhadap penerbitan 
SKB 3 Menteri, karena tujuan-
nya justru untuk melindungi 
hak asasi siswa, guru dan tena-
ga kependidikan di sekolah,” 
kata Zainut.

Wakil Ketua Dewan Per-
timbangan MUI Pusat ini pun 
berpendapat, substansi SKB 
itu secara tegas menyebut 
tidak ada larangan untuk men-
genakan seragam atau atribut 
agama tertentu. Adapun yang 
dilarang, lanjut Zainut, adalah 
pemaksaan mengenakan se-
ragam atau atribut agama di 
sekolah. “Ini artinya negara 
tetap membolehkan peserta 
didik, pendidik dan tenaga 
kependidikan mengenakan 
pakaian sesuai keyakinan 
agama masing-masing,” kata 
Zainut. 

“Dengan demikian tudu-
han negara melakukan seku-
larisasi kurang tepat dan ber-
lebihan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Zainut me-
nuturkan, terbitnya SKB 3 
Menteri sudah sangat sesuai 
dengan kondisi sosial masyara-
kat Indonesia yang beragam, 
plural dan bhinneka. 

“Hadirnya SKB diharap-
kan dapat menghindarkan 
sikap berlebihan para pengam-
bil kebijakan dalam membuat 
peraturan yang dapat meng-
ganggu harmoni kehidupan 

beragama di masyarakat,” ucap 
Wakil Ketua Umum DPP 
PPP ini. 

“Dengan SKB diharapkan 
dapat menumbuhkan kesada-
ran masyarakat pendidikan 
hidup dalam keberagaman 
dan kebhinekaan. Sehingga 
akan melahirkan sikap keber-
agamaan yang inklusif  dan 
toleran,” kata Zainut. 

Untuk diketahui, pemer-
intah resmi tak memperbo-
lehkan pemerintah daerah 
(Pemda) dan sekolah negeri 
mewajibkan atau melarang 
muridnya mengenakan sera-
gam beratribut agama. Aturan 
tersebut tercantum dalam Su-
rat Keputusan Bersama ( SKB) 
3 Menteri tentang Penggunaan 
Pakaian Seragam dan Atribut 
Bagi Peserta Didik, Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan 
di Lingkungan Sekolah yang 
Diselenggarakan Pemerintah 
Daerah pada Jenjang Pendidi-
kan Dasar dan Menengah. 

SKB tersebut ditandatan-
gani Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem Makarim, 
Menteri Dalam Negeri Tito 
Karnavian, dan Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas. “Pemer-
intah daerah ataupun sekolah 
tidak boleh mewajibkan ataupun 
melarang seragam dan atribut 
dengan kekhususan agama,” 
kata Nadiem sebagaimana diku-
tip, Rabu (3/2).  mei

JAKARTA (IM) - Ke-
pala KSP Moeldoko, yang 
dituduh terlibat isu akan meng-
kudeta Kepemimpinan Agus 
Harimurty Yudhotomo (AHY) 
di Partai Demokrat (PD), her-
an terhadap pihak-pihak yang 
grogi saat dia ngopi-ngopi. 

Menanggapai hal ini, 
polisi PD menduga Moel-
doko sibuk mencari teman 
ngopi karena sudah jarang 
diajak langsung Presiden Joko 
Widodo (Jokowi).

“Mungkin Bapak Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) 
sudah jarang mengajak KSP 
Moeldoko ngopi-ngopi. 
Begitu juga rekan sesama 
menteri, sudah jarang men-
gajak KSP Moeldoko ngopi-
ngopi,” kata Kepala Badan 
Komunikasi Strategis DPP 
PD Herzaky Mahendra Putra 
dalam keterangannya un-
tuk menanggapi pernyataan 
Moeldoko, Minggu (7/2).

“Jadi, KSP Moeldoko 
sibuk cari teman buat ngopi-
ngopi. Sampai mesti ngopi-
ngopi dengan kader De-
mokrat, yang notabene tidak 
di dalam pemerintahan,” 
imbuhnya.

Herzaky menyebut Moel-
doko rela repot-repot menga-
jak kader Demokrat ngopi. 
Menurut informasi yang dia 
dapat dari kader, Herzaky 

menyebut kader yang diajak 
ngopi itu juga mulanya tak 
tahu bakal berjumpa Moel-
doko.

“Kader-kader kami pun 
banyak yang tidak terima 
dibohongi. Bisa-bisanya di-
bohongi dan dipaksa bertemu 
dengan beliau untuk yang 
katanya ngopi-ngopi, tapi 
ternyata diajak ikut dalam ger-
akan pengambilalihan kepe-
mimpinan Partai Demokrat 
(GPK PD). Makanya mereka 
kemudian melapor ke Ketua 
Umum AHY, karena mereka 
menentang keras GPK PD, 
terutama karena ada orang 
dekat kekuasaan yang terlibat 
di dalamnya,” sebut Herzaky.

Di akun Instagram resmi 
Moeldoko, @dr_moeldoko, 
pada Sabtu (6/2), ia men-
gunggah foto sedang me-
megang cangkir dengan ket-
erangan sedang ngopi. Dalam 
foto, ia terlihat mengenakan 
baju putih dan jaket biru.

“Aku nambah kopi, ada 
yang semakin grogi,” demiki-
an tulisan yang menyertai di 
foto tersebut.

Da lam capt ion-nya , 
Moeldoko mengatakan ti-
dak pantas jika seseorang 
langsung pergi setelah meng-
habiskan secangkir kopi. Ter-
lebih, saat ada rekan yang ber-
gabung untuk ngopi.  han

Politisi PD: Mungkin Jokowi Sudah 
Jarang Ajak Moeldoko Ngopi

PERKEMBANGAN KASUS 
COVID-19 DI INDONESIA

Satgas COVID-19 berjaga di 
Jalan Surya Kencana, Kota Bo-
gor, Jawa Barat, Minggu (7/2). 
Data statistik Johns Hopkins 
University Medicine mencatat 
Indonesia turut menyumbang 
1,09 persen dari kasus positif 
COVID-19 di dunia, dari total 
105.486.140 pasien positif se-
cara global per Sabtu malam, 
(6/2/2021).

ASAHAN (IM) – Prajurit 
TNI Angkatan Laut (TNI AL) 
terlibat baku tembak dengan 
perompak yang menyandera 
sejumlah awak kapal di Perai-
ran Asahan, Sumatera Utara.

Sebanyak tujuh kapal pa-
troli keamanan laut Lanal 
Tanjung Balai Asahan, menge-
jar sebuah kapal yang dikuasi 
perompak di Perairan Asahan. 
Suasana menegangkan terjadi 
saat perompak melakukan 
perlawanan.

Dalam penyergapan kapal, 
petugas melakukan tembakan 
peringatan namun petugas 
diserang dengan tembakan dari 
dalam kapal. Setelah berhasil 
dilumpuhkan, petugas men-
guasai kapal dan menangkap 
para perompak dan menyela-
matkan sandera.

Namun, hal tersebut hany-
alah simulasi penyelamatan 

sandera yang dikuasi perom-
pak.

Danlanal Tanjung Ba-
lai Letkol Laut (p), R.H. 
Etwiory mengatakan, latihan 
tembak dan simulasi penyela-
matan sandera yang dikuasi 
perompak untuk mencip-
takan profesional prajurit 
Lanal Tanjung Balai Asahan 
khususnya petugas patroli 
keamanan laut.

“Kegiatan pelatihan tem-
bak dalam menyelamatkan 
sandera, untuk melatih pro-
fesionalisme prajurit Tanjung 
Balai Asahan,” kata Letkol 
Laut (p) R.H Etwiory, Danla-
nal Tanjung Balai Asahan.

Kata dia, Lanal Tanjung 
Balai Asahan berkomitmen 
akan menjaga perairan Selat 
Malaka di wilayah perbatasan 
dari segala ancaman gangguan 
keamanan laut.  mei

Simulasi, TNI AL Baku Tembak dengan 
Penyandra Awak Kapal di Asahan

JAKARTA (IM) - Ketua 
DPP Partai Demokrat (PD), 
Didik Mukrianto mengaku 
bahwa nomor WhatsApp-nya 
sempat diretas oknum tak 
bertanggung jawab. Didik 
menyebut nomor WA-nya 
mengirimkan pesan aneh ke 
beberapa orang.

“Sahabat yang budiman 
3 menit lalu Whatsapp saya 
diretas orang. Sempat men-
girimkan ke beberapa no 
kontak WA dengan pesan 
yang aneh-aneh,” kata Didik, 
melalui akun Twitter-nya, @
DidikMukrianto, Sabtu (6/2), 
pukul 20.55 WIB.

Didik meminta masyara-
kat mengabaikan pesan-
pesan aneh yang dikirimkan 
nomor WA-nya. Dia memas-
tikan akan menginformasikan 

kembali jika nomor WA-nya 
sudah pulih.

“Sekarang sedang recov-
ery. Kalau ada pesan aneh-
aneh u/ sementara waktu 
diabaikan. Seandainya sudah 
pulih akan saya infokan kem-
bali. Thx,” tulis Didik.

Namun menurut  Ang-
gota Komisi III DPR RI itu 
mengatakan nomor WA-nya 
sudah pulih kembali.

“Benar (WA saya dire-
tas). Baru tadi pukul 10.00 
WIB bisa diambil kembali,” 
ungkap Didik, Minggu (7/1).

Didik menyebut nomor 
WA-nya mengirimkan pesan 
aneh. Salah satunya pesan 
meminjam uang.

“Salah satunya juga be-
gitu (kirim pesan meminjam 
uang),” ungkapnya.  han

Nomor WA Ketua Partai Demokrat 
Diretas, Sempat Kirimi Pesan Aneh

JAKARTA (IM) – Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi ( KPK) memeriksa 
sekretaris pribadi mantan 
Menteri Kelautan dan Peri-
kanan Edhy Prabowo, Amiril 
Mukminin, terkait dugaan suap 
ekspor benih lobster. 

Plt Juru Bicara KPK Ali 
Fikri mengatakan, Amiril di-
periksa untuk mendalami bukti 
dugaan Edhy  menggunakan 
uang hasil suap untuk pembe-
lian aset berupa tanah. 

“Penyidik masih terus 
mendalami terkait pengelolaan 
sejumlah uang yang dipercay-
akan oleh tersangka EP (Edhy 
Prabowo) kepada saksi (Amiril 
Mukminin) yang di antaranya 
juga diduga digunakan untuk 
pembelian aset berupa tanah,” 
kata Ali, Sabtu (6/2).

“Adapun sumber uang 
pembeliannya juga masih didu-
ga berasal dari para ekspoktir 
benur yang mendapatkan izin 

ekspor di KKP,” ucap Ali. 
Sebelumnya, KPK juga 

telah memeriksa seorang pen-
siunan atas nama Makmun 
Saleh terkait dugaan transaksi 
pembelian tanah oleh Edhy 
pada Jumat (29/1)  lalu. Dalam 
kasus ini, Edhy diduga diduga 
menerima uang hasil suap ter-
kait izin ekspor benih lobster 
senilai Rp 3,4 miliar melalui PT 
Aero Citra Kargo (PT ACK) 
dan 100.000 dollar AS dari 
Suharjito. 

PT ACK diduga menerima 
uang tersebut dari beberapa 
perusahaan eksportir benih 
lobster karena ekspor hanya 
dapat dilakukan melalui peru-
sahaan tersebut dengan biaya 
angkut Rp 1.800 per ekor. 
Uang tersebut salah satunya 
dari PT DPP yang mentrans-
fer uang Rp 731.573.564 agar 
memperoleh penetapan ke-
giatan ekspor benih lobster. 
 han

Penyidik KPK Selidiki Dugaan Edhy Prabowo 
Gunakan Suap Benih Lobster untuk Beli Tanah

JAKARTA (IM) - Partai 
Gerakan Indonesia Raya 
(Gerindra) mengukuhkan M 
Irfan Yusuf  Hasyim sebagai 
wakil ketua umum (waketum) 
dalam HUT ke-13 Partai Ger-
indra, Sabtu (6/2).

Pria yang akrab disapa 
Gus Irfan itu merupakan 
cucu pendiri Nahdlatul Ula-
ma, Hasyim Ashari. Gus Irfan 
juga dikenal sebagai tokoh 
dari Pondok Pesantren Tebu 
Ireng, Jombang, Jawa Timur. 

Sekjen Partai Gerindra 
Ahmad Muzani mengatakan, 
pengukuhan itu dilakukan 
oleh Ketua Umum sekaligus 
Ketua Dewan Pembina Partai 
Gerindra Prabowo Subianto 
berdasarkan hasil kongres 
pada 8 Agustus 2020. 

“Dengan dikukuhkan-
nya kepengurusan Partai 
Gerindra oleh H Prabowo 
Subianto memberikan legiti-
masi kepada pengurus untuk 
melakukan langkah-langkah, 
pekerjaan, program partai 
dalam mencapai tujuan-tu-
juan partai politik untuk terus 
berkhidmat kepada rakyat,” 
kata Sekjen Partai Gerindra 
Ahmad Muzani dalam ket-
erangan tertulis, Sabtu (7/2).

 Muzani menuturkan, 
dalam peringatan HUT Ger-
indra, Prabowo berpesan agar 
para kader tetap melakukan 
pekerjaan baik mengenai per-
satuan dan menebar persaha-

batan di tengah bangsa Indo-
nesia. Ia menegaskan, komit-
men Partai Gerindra untuk 
menjaga Pancasila, UUD 
1945, NKRI, dan Bhinneka 
Tunggal Ika merupakan yang 
tidak bisa ditawar. 

“Gerindra tidak boleh 
merasa lelah, tetap bers-
abar dalam menghadapi 
situasi tersebut sehingga kita 
menjadi perekat persatuan, 
kesatuan dan kekuatan di 
tengah-tengah kemajemukan 
masyarakat Indonesia,” kata 
Muzani. 

Di tengah masa pandemi 
Covid-19, Prabowo berpesan 
agar kader Partai Gerindra 
melakukan pergerakan politik 
dengan cara baru. 

“Pak Prabowo berpesan 
kepada kader dalam berjuang 
jangan cepat menyerah, jan-
ganlah cepat lelah, dan jan-
gan merasa kalah, kesabaran 
harus menjadi sebuah cara 
perjuangan untuk terus kon-
sisten dan agar perjuangan 
dapat terus tetap dipertah-
ankan,” kata Muzani. 

Adapun petinggi-pet-
inggi Gerindra yang diku-
kuhkan Prabowo antara lain 
Sufmi Dasco Ahmad sebagai 
Ketua Harian Partai Gerin-
dra, Sandiaga Uno sebagai 
Wakil Ketua Dewan Pembina 
Partai Gerindra, dan Ahmad 
Muzani sebagai Sekjen Partai 
Gerindra.  han

Cucu Pendiri NU Dikukuhkan 
Jadi Waketum Partai Gerindra
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PERKEMBANGAN VAKSINASI
COVID-19 DI INDONESIA

Petugas bersiap menyuntikkan vaksin CO-
VID-19 produksi Sinovac kepada tenaga kese-
hatan saat kegiatan vaksinasi massal dosis 
pertama di Puskesmas Kecamatan Sawah 
Besar, Jakarta Pusat, Minggu (7/2). Kemen-
terian Kesehatan hingga Minggu (7/2) telah 
memberikan vaksin COVID-19 Sinovac tahap 
pertama kepada 784.318 orang, sementara 
untuk vaksinasi tahap kedua sudah diberikan 
kepada 139.131 orang.

Perludem Pertanyakan Sikap Pemerintah 
dan Parpol yang Menolak Revisi UU Pemilu

gakomodasi kerangka hukum 
penyelenggaraan pemilihan di 
tengah situasi bencana non-
alam. 

“Jadi secara formal menu-
rut saya ini memang sangat 
perlu untuk ditunggu dan kita 
berharap muaranya adalah 
perbaikan terhadap kerangka 
hukum penyelenggaraan Pe-
milu ke depan,” kata Fadli. 

Diberitakan, jadwal pelak-
sanaan pemilihan kepala dae-
rah (Pilkada) masih jadi perde-
batan seiring dengan rencana 
revisi Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
Sembilan fraksi di DPR ter-
belah. Sebagian fraksi ingin 
Pilkada dilaksanakan sesuai 
amanat Pasal 201 Ayat (8) 
UU Pilkada Nomor 10 Tahun 
2016, yakni November 2024. 

Sementara, sebagian fraksi 
lainnya mendorong agar pelak-
sanaan Pilkada sesuai keten-
tuan dalam draf  revisi UU 
Pemilu Pasal 731 Ayat (2) dan 
(3), yaitu pada 2022 dan 2023. 

Perdebatan tentang jad-
wal pelaksanaan Pilkada juga 
sempat didiskusikan Presiden 
Joko Widodo bersama sejum-
lah mantan tim suksesnya di 
Pilpres 2019 atau Tim Kampa-
nye Nasional (TKN) Jokowi-
Ma’ruf  Amin. 

Dalam pertemuan terse-
but, Jokowi mengisyaratkan 
bahwa dirinya enggan UU Pe-
milu direvisi. Ia ingin undang-
undang tersebut dalam jangka 
waktu yang lama.  han

JAKARTA (IM) - Peneliti 
Perkumpulan untuk Pemilu 
dan Demokrasi ( Perludem) 
Fadli Ramadhanil memper-
tanyakan sikap pemerintah 
dan sejumlah fraksi di DPR 
yang enggan merevisi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu. 

Argumen yang menye-
butkan bahwa UU Pemilu tak 
perlu direvisi setiap lima tahun 
sekali, menurutnya,  tak cukup 
kuat sebagai alasan. 

“Ini sangat patut diper-
tanyakan dan juga menjadi 
sangat aneh baik partai politik 
ataupun pemerintah merasa 
tidak perlu melakukan revisi 
Undang-Undang Pemilu,” kata 
Fadli dalam sebuah diskusi dar-
ing, Minggu (7/2).

Fadli mengaku setuju bah-
wa setiap undang-undang, ter-
masuk UU Pemilu, diharapkan 
memiliki masa berlaku yang 
panjang. Ia juga memahami 
banyaknya pihak yang ber-
harap UU Nomor 7 Tahun 
2017 dapat diberlakukan untuk 
dua, tiga, atau bahkan lima kali 
penyelenggaraan pemilu. 

Namun untuk mewujud-
kan hal ini, kata Fadli, harus 
dipastikan bahwa Undang-
Undang Pemilu memadai 
diberlakukan dalam jangka 
panjang. Sementara, melihat 
banyaknya persoalan yang ada 
di UU Pemilu saat ini, Fadli 
menilai bahwa UU Nomor 
7 Tahun 2017 tak memadai 
sehingga harus direvisi. 

“Kalau sekarang kontek-
snya semua pihak merasakan 
ada problem dari kerangka 
hukum Pemilu yang berlaku 
sekarang, baik di dalam UU 
Pemilu maupun UU Pilkada, 
masa iya kita mau memak-
sakan ini bisa berlaku 3-4 kali 
Pemilu?,” ujar Fadli. 

“Ada banyak aspek yang 
harus diperbaiki dan dikuat-
kan, dan itu disadari oleh 
semua pihak ketika menginisi-
asi perbaikan revisi UU Pemilu 
ini,” tuturnya. 

Fadli pun menyayangkan 
sikap sejumlah fraksi partai 
politik di DPR yang meno-
lak revisi UU Pemilu karena 
mengikuti sikap pemerintah. 
Seharusnya, kata Fadli, DPR 
bisa melihat lebih dalam ke-
butuhan proses penyelengga-
raan Pemilu, termasuk menata 
ulang jadwal penyelenggaraan 
Pilkada. Jangan sampai revisi 
UU Pemilu dibatalkan karena 
adanya kepentingan segelintir 
pihak terkait kontestasi poli-
tik. “Kan tidak semua juga 
keinginan dari pemerintah itu 
harus dituruti sekalipun mer-
eka adalah partai politik koalisi 
dari pemerintah yang saat ini 
berjalan,” katanya.

Fadli juga menyayangkan 
argumen pemerintah yang 
seolah tak ingin ada revisi UU 
Pemilu karena situasi pandemi 
Covid-19 masih terjadi. Menu-
rutnya, dalam situasi seperti 
ini, UU Pemilu justru harus 
direvisi sekaligus untuk men-
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PERSIAPAN HPN 2021 BENGKULU
Anggota Persatuan Wartawan Indoensia (PWI) Bengkulu mengecat tugu 
pers di Bengkulu, Minggu (7/2). Pengecatan tersebut guna memperindah 
tugu tersebut jelang Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Bengkulu.


